BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS 

YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

8.1. Kebijakan Program Prioritas 
Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi serta kebijakan yang telah dijelaskan sebelumnya, disusun program-program pembangunan sesuai dengan bidang urusan pemerintahan selama periode lima tahun, dengan prioritas program  beserta indikator kinerja program. Dalam perencanaan pembangunan lima tahunan daerah, ditetapkan program-program pembangunan daerah, yaitu program yang merupakan prioritas kepala daerah terpilih untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, serta program penyelenggaraan pemerintahan, yang merupakan program prioritas SKPD berkaitan dengan kewenangan serta tugas pokok dan fungsi SKPD yang mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah. 

RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2013 – 2018 memuat Program pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur diarahkan untuk mencapai 6 tekad Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu :1) Menjadikan NTT sebagai Provinsi Jagung, 2) Menjadikan NTT sebagai Provinsi Ternak, 3) Menjadikan NTT sebagai Provinsi Koperasi, 4) Mengembalikan Keharuman Cendana di Provinsi NTT, 5) Meningkatkan Produksi Perikanan, dan 6) Meningkatkan Pariwisataan NTT. 

Untuk lebih memacu pembangunan maka Program Desa Mandiri Anggur Merah ditingkatkan volume dan kualitas pengelolaannya melalui langkah strategis yaitu; (i) sinergi dengan program lain, (ii)  pengembangan koperasi sebagai pengelola hibah Desa/kelurahan, (iii) meningkatkan pengendalian melalui pelibatan  pemerintah kecamatan, Polsek dan Koramil serta peningkatan kualitas PKM.
8.2. Target Program Prioritas dan Pendanaan
Untuk mendukung tercapainya keenam tekad tersebut, telah ditetapkan berbagai program yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan. Indikasi rencana program-program prioritas tersebut membutuhkan pendanaan yang proporsional sesuai tingkat urgensi masing-masing program, yang pengelolaannya memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (i) Aspek Pengelolaan Anggaran yang transparan dan akuntabel untuk mencapai tata kelola keuangan dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), (ii) Aspek  Manfaat: Program yang dilaksanakan harus bisa memberikan maanfaat optimal  bagi masyarakat, memiliki daya ungkit besar, daya tarik investasi, menumbuhkan partisipasi masyarakat, dan mampu mengatasi permasalahan pembangunan, (iii) Aspek Capaian Kinerja: Program-program yang dilaksanakan harus mampu mewujudkan target pembangunan yang telah ditetapkan . 

Untuk meningkatkan daya dorong, dana dialokasikan pada program prioritas yang pro rakyat, meningkatkan daya saing wilayah dan mampu mencapai target-target yang ditetapkan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program prioritas pada masing-masing urusan dan pendanaan untuk mencapai target per tahun  RPJMD tahun 2013-2018  sebagaimana tabel 8.1

Tabel 8.1

Indikasi Rencana Program yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
	No
	Program Prioritas Pembangunan
	Indikator Kinerja Program (Outcome)
	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 
	Tahun 2014
	Tahun 2015
	Tahun 2016
	Tahun 2017
	Tahun 2018
	Penanggung Jawab

	
	
	
	
	Target
	 Rp 
	Target
	Rp
	Target
	Rp
	Target
	Rp
	Target
	Rp
	

	
	
	
	
	
	 (Juta) 
	
	(Juta)
	
	(Juta)
	
	(Juta)
	
	(Juta)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	16

	A
	URUSAN UMUM
	 
	 
	
	608.976
	
	672.232
	
	742.173
	
	790.284
	
	872.922
	

	1
	Belanja Pegawai
	Terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan aparatur pemerintah
	Jumlah pembayaran gaji setiap bulannya
	13 bln
	483.296
	13 bln
	531.625
	13 bln
	584.788
	13 bln
	614.027
	13 bln
	675.430
	Semua SKPD

	2
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pelaporan Capaian Kinerja
	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran selama 12 bulan
	Jumlah kebutuhan administrasi dalam 1 tahun anggaran
	100%
	75.969
	100%
	83.566
	100%
	91.923
	100%
	101.115
	100%
	111.227
	Semua SKPD

	
	
	Terlaporkannya kinerja dan keuangan SKPD secara berkala dan tepat waktu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur
	Jumlah sarana dan prasarana aparatur
	100%
	48.436
	100%
	55.702
	100%
	64.057
	100%
	73.665
	100%
	84.715
	Semua SKPD

	4
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	Terciptanya laporan kinerja keuangan yang baik
	Jumlah dokumen pelaporan dalam 1 tahun anggaran 
	100%
	1.275
	100%
	1.339
	100%
	1.406
	100%
	1.476
	100%
	1.550
	Semua SKPD

	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 

	B
	URUSAN WAJIB
	 
	 
	 
	1.670.944
	
	1.837.416
	
	2.020.728
	
	2.226.249
	
	2.307.706
	 

	1
	PENDIDIKAN
	 
	 
	 
	760.105
	
	834.090
	
	915.373
	
	1.004.679
	
	1.102.806
	 

	1.1
	Program Pendidikan Non Formal
	Kompetensi tenaga pendidik non formal
	Peningkatan kompetensi  penyelenggara pendidikan non formal di kab/kota
	22 kab/kota
	923
	22 kab/kota
	1.015
	22 kab/kota
	1.116
	22 kab/kota
	1.228
	22 kab/kota
	1.351
	Dinas Pendidikan & Kebudayaan

	1.2
	Program Pengembangan dan Peningkatan Pendidikan Luar Biasa
	1. Rasio Guru-Siswa SLB setiap jenjang;
	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan luar biasa 
	7
	1.732
	10
	1.906
	10
	2.096
	10
	2.306
	10
	2.536
	Dinas Pendidikan &  Kebudayaan

	
	
	2. Rasio Kelas-Siswa SLB
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Program Peningkatan Mutu Pendidikan
	1. Rasio Guru-Siswa setiap jenjang (SD, SDLB, SMP, SMLB, SMA, SMK)
	Peningkatan mutu APM 69,45 %
	97.10
	19.230
	97.46
	20.191
	98.68
	21.201
	98.87
	22.261
	99.08
	23.374
	Dinas Pendidikan & Kebudayaan

	 
	 
	2. Persentase kelulusan siswa pada setiap jenjang pendidikan;
	·    SD 100 %
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	

	
	
	
	·    SMP 97,56%,
	98,46
	
	98,91
	
	99,36
	
	99,81
	
	100
	
	

	
	
	
	·    SMA 94,50%
	95,06
	
	96,4
	
	97,74
	
	99,08
	
	100
	
	

	
	
	
	·    SMK 96,49%                                             
	98,37
	
	99,31
	
	100
	
	100
	
	100
	
	

	 
	 
	3. Proprosi guru bersertifikat
	·    SD 19,0%
	26,8
	
	30,7
	
	34,6
	
	38,5
	
	42,4
	
	

	
	
	
	·    SMP 59,0%,
	62,4
	
	64,1
	
	65,8
	
	67,5
	
	69,2
	
	

	
	
	
	·    SMA 85,6%
	86,69
	
	87,77
	
	87,77
	
	88,32
	
	88,86
	
	

	
	
	
	·    SMK 78,5%                                             
	79,91
	
	81,33
	
	81,33
	
	82,03
	
	82,74
	
	

	1.4
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
	Rasio Guru-Siswa setiap jenjang (SD, SDLB, SMP, SMLB, SMA, SMK)
	Jumlah guru Kontrak sebanyak 1542 orang
	1642
	1.742
	1742
	1.812
	1800
	1.884
	1850
	1.960
	1940
	2.038
	Dinas Pendidikan & Kebudayaan

	1.5
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
	Meningkatnya pengelolaan obyek budaya lokal
	Objek dan aset budaya di kab/kota
	22 kab/kota
	6.441
	22 kab/kota
	6.763
	22 kab/kota
	7.101
	22 kab/kota
	7.456
	22 kab/kota
	7.829
	Dinas Pendidikan & Kebudayaan

	1.6
	Program Hibah Pendidikan
	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
	Terjaringnya pendidikan tanpa pungutan 
	22 kab/kota
	717.287
	22 kab/kota
	789.016
	22 kab/kota
	867.917
	22 kab/kota
	954.709
	22 kab/kota
	1.050.180
	PPKD

	
	
	Peningkatan kualitas dan pemerataan guru
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7
	Program Bantuan Sosial Kependidikan
	Bantuan beasiswa pendidikan
	Tersalurnya bantuan beasiswa pendidikan siswa SD/SLB, SMP/MTS, SMU/SMK dan mahasiswa miskin berprestasi
	1 paket
	12.750
	1 paket
	13.388
	1 paket
	14.057
	1 paket
	14.760
	1 paket
	15.498
	PPKD

	
	
	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah swasta
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	KESEHATAN
	 
	 
	
	105.482
	
	116.246
	
	127.046
	
	138.960
	
	152.110
	

	2.1
	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat 
	Tersedianya obat perbelkes di 22 kabupaten/kota
	22 kab/kota
	11.847
	22 kab/kota
	13.624
	22 kab/kota
	15.668
	22 kab/kota
	18.018
	22 kab/kota
	20.721
	Dinas Kesehatan

	
	
	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan puskesmas dan RSUD
	 Meningkatnya jumlah puskesmas dari 353 unit
	356
	
	359
	600
	362
	660
	365
	726
	368
	798,6
	

	2.2
	Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
	Menurunnya kasus kematian ibu dan bayi
	Menurunya angka kematian bayi lahir mati dari 1,46 %
	1.43
	667
	1.38
	733
	1.33
	807
	1.28
	887
	1.23
	976
	Dinas Kesehatan

	
	
	Meningkatnya jumlah dan kualitas posyandu, desa siaga, UKS dan desa yang melaksanakan STBM
	Menungkatnya jumlah posyandu 9,527 unit
	9,634
	
	9,741
	250
	9,848
	263
	9,955
	276
	10,062
	289
	

	2.3
	Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
	Menurunnya angka kejadian penyakit pada penduduk dan meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan
	Menurunya jumlah angka kejadian penyakit Menular
	11.60
	652
	10.92
	717
	10.24
	789
	9.56
	868
	8.87
	955
	Dinas Kesehatan

	2.4
	Program Peningkatan Gizi
	Meningkatnya status gizi balita
	Menurunkan persentasi bayi kurang gizi dari 19,1%
	17.19
	762
	15.28
	877
	13.37
	1.008
	11.46
	1.159
	9.55
	1.333
	Dinas Kesehatan

	2.5
	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM baik jumlah, jenis, kualitas maupun pemerataan penyebaran
	Menurunnya persentase penyebaran penyakit malaria dari 19,12% 
	18.05
	2.666
	16.99
	2.799
	15.93
	2.939
	14.87
	3.086
	13.81
	3.240
	Dinas Kesehatan

	2.6
	Program Manajemen, Informasi dan Regulasi Pembangunan Kesehatan
	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan kesehatan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik
	Peningkatan akses informasi dan rancangan peraturan tentang kesehatan
	1 Paket
	789
	1 Paket
	809
	1 Paket
	829
	1 Paket
	850
	1 Paket
	871
	Dinas Kesehatan

	
	
	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan teknologi dibidang kesehatan sebagai dasar perumusan kebijakan dan program kesehatan
	Jumlah penelitian yang dapat dijadikan rumusan kebijakan 1 paket
	1 Paket
	
	1 Paket
	200
	1 Paket
	220
	1 Paket
	242
	1 Paket
	266,2
	

	2.7
	Program Upaya Kesehatan Perorangan
	Pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan rujukan 
	Pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin 
	12 bln
	25.449
	12 bln
	26.721
	12 bln
	28.057
	12 bln
	29.460
	12 bln
	30.933
	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang

	2.8
	Program Dukungan Manajemen dan  Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

	Peningkatan mutu BLUD
	Pelayanan yang berkualitas 
	12 bln
	62.650
	12 bln
	68.915
	12 bln
	75.807
	12 bln
	83.387
	12 bln
	91.726
	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang

	2.9
	Program Hibah Kemasyarakatan Bidang Kesehatan
	Hibah kepada organisasi kesehatan
	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
	12 bln
	4.850
	12 bln
	5.093
	12 bln
	5.347
	12 bln
	5.614
	12 bln
	5.895
	PPKD

	
	
	Hibah kepada rumah sakit/klinik kesehatan
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.10
	Program Bantuan Sosial Bidang Kesehatan
	Bantuan sosial penanganan masalah gizi
	Tersedianya jaminan kesehatan bagi masyarakat setiap tahun (12 Bulan)
	12 bln
	9.810
	12 bln
	10.791
	12 bln
	11.870
	12 bln
	13.057
	12 bln
	14.363
	PPKD

	
	
	Bantuan sosial kejadian luar biasa karena penyakit dan bencana
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Bantuan sosial Jamkesda Provinsi
	Meningkatnya jaminan kesehatan bagi masyarakat yang tidak mendapatkan jaminan sosal kesehatan, di RSUD dan Desaq Mandiri Anggur Merah.
	
	3.500
	
	35.000
	
	35.000
	
	35.000
	
	35.000
	

	3
	PEKERJAAN UMUM
	 
	 
	
	343.216
	
	383.664
	
	429.484
	
	481.481
	
	540.598
	

	3.1
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan Provinsi
	Peningkatan jalan provinsi 1.314 km dengan presentasi 35% baik
	10%
	253.595
	10%
	278.954
	15%
	306.850
	15%
	337.535
	15%
	371.288
	Dinas Pekerjaan Umum

	
	
	
	Jembatan dengan kondisi  baik 35%
	10%
	
	10%
	
	15%
	
	15%
	
	15%
	
	

	
	
	
	Rehabilitasi jalan dan jembatan
	10%
	
	10%
	
	15%
	
	15%
	
	15%
	
	

	3.2
	Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman
	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman di NTT
	Meningkatnya perumahan layak huni 89.82 %
	1.28%
	9.674
	1.45%
	10.158
	2.05%
	10.666
	2.25%
	11.199
	3.10%
	11.759
	Dinas Pekerjaan Umum

	
	
	
	Meningkatnya utilitas perumahan yang layak 50%
	10%
	
	10%
	
	10%
	
	10%
	
	10%
	
	

	3.3
	Program Pengolahan Sumber Air
	Meningkatnya proporsi masyarakat yg mendapat pelayanan air bersih
	 Peningkatan pelayanan air bersih 50,34%  
	5,61%
	1.022
	5,61%
	1.124
	5,61%
	1.237
	5,61%
	1.360
	5,61%
	1.496
	Dinas Pekerjaan Umum

	3.4
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi 
	Meningkatnya luas wilayah pertanian yang mendapat pelayanan air irigasi dan embung
	 Peningkatan  pelayanan irigasi dan air baku:
	
	67.966
	
	81.559
	
	97.871
	
	117.445
	
	140.934
	Dinas Pekerjaan Umum

	
	
	Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan embung
	·    Embung-embung 70 unit
	110
	
	130
	
	150
	
	170
	
	190
	
	

	
	
	
	·    Daerah irigasi 37 DI (60% dalam kondisi baik)
	10%
	
	10%
	
	10%
	
	10%
	
	10%
	
	

	3.5
	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pedesaan
	Meningkatnya jumlah desa yg telah dikembangkan infrastrukturnya
	Meningkatnya pelayanan jalan lingkungan Desa/Kelurahan 20%
	10%
	7.242
	10%
	7.966
	10%
	8.762
	10%
	9.639
	10%
	10.602
	Dinas Pekerjaan Umum

	3.6
	Program Manajemen dan Layanan Tata Laksana  Infrastruktur PU
	1. Meningkatnya ketersediaan data PU yang termuktahir
	Peningkatan pelayanan informasi dan data terpusat  1 Paket
	1 paket
	3.718
	1 paket
	3.904
	1 paket
	4.099
	1 paket
	4.304
	1 paket
	4.519
	Dinas Pekerjaan Umum

	
	
	2. Menigkatnya pelayanan jasa laboratorium pengujian
	Pelayanan jasa laboratorium (paket)
	50
	
	50
	
	50
	
	50
	
	50
	
	

	
	
	2. Pembinaan jasa konstruksi
	Pengembangan SDM, teknologi, sistem informasi, litbang dan pengawasan tata lingkungan
	10%
	
	15%
	
	15%
	
	20%
	
	20%
	
	

	4
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN
	 
	
	190.065
	
	195.282
	
	197.921
	
	200.748
	
	53.782
	

	4.1
	Program Pengembangan Data Perencanaan dan Pembinaan Tata Ruang
	1. Meningkatnya ketersediaan data perencanaan pembangunan;
	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah berbasis data 
	22 Kab/kota
	1.368
	22 Kab/kota
	1.437
	22 Kab/kota
	1.509
	22 Kab/kota
	1.584
	22 Kab/kota
	1.663
	Bappeda

	
	
	2. Meningkatnya pembinaan tata ruang wilayah provinsi
	RTRW 90,9%, RDTR 0,09%
	RTRW 95%, RDTR 20%
	 
	RTRW 5%, RDTR 20%
	 
	RDTR 20%
	 
	RDTR 20%
	 
	RDTR 20%
	 
	

	4.2
	Program Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
	Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah dan pusat
	Keselarasan perencanaan pembangunan dan pelaksanaan di kabupaten 
	22 kab/kota
	3.260
	22 kab/kota
	3.749
	22 kab/kota
	4.312
	22 kab/kota
	4.958
	22 kab/kota
	5.702
	Bappeda

	
	
	
	Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 6 tekad pembangunan
	9 SKPD/22 kabkota
	
	9 SKPD/22 kabkota
	
	9 SKPD/22 kabkota
	
	9 SKPD/22 kabkota
	
	9 SKPD/22 kabkota
	
	

	4.3
	Program Dukungan Manajemen Kerjasama Pembangunan Daerah Dengan Lembaga Internasional
	Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunnan antara daerah dan lembaga donor
	Meningkatan pelayanan dan integrasi program lembaga mitra pembangunan 
	22 kab/kota
	1.036
	22 kab/kota
	1.088
	22 kab/kota
	1.142
	22 kab/kota
	1.199
	22 kab/kota
	1.259
	Bappeda

	
	
	
	Meningkatnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar berbagai pihak dalam pengelolaan SDA dan lingkungan DAS
	22 kab/kota
	
	22 kab/kota
	
	22 kab/kota
	
	22 kab/kota
	
	22 kab/kota
	
	

	
	
	
	Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi terhadap pelayanan air minum (50,34 %) dan sanitasi (28,11)
	65,92%
	
	70,08%
	
	74,24%
	
	78,40%
	
	82,56%
	
	

	
	
	
	
	47,86%
	
	53,27%
	
	58,68%
	
	64,09%
	
	69,50%
	
	

	4.4
	Program  Desa Mandiri Anggur Merah
	Meningkatnya pengembangan usaha ekonomi produktif 
	Peningkatan jumlah usaha produktif 891 PKM di  891 desa/kelurahan
	1000
	35.864
	1000
	37.657
	1000
	39.540
	1000
	41.517
	1000
	43.593
	Bappeda

	4.5
	Program Hibah Ekonomi Produktif
	Menigkatnya proporsi desa yang menerima Hibah Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah
	Jumlah penerima hibah kelompok masyarakat 
	48%
	147.250
	67%
	150.000
	85%
	150.000
	100%
	150.000
	
	
	PPKD

	4.6
	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
	Meningkatnya ketahanan, kapabilitas, potensi dan infrastruktur di wilayah perbatasan
	Kesenjangan pembangunan sosial ekonomi dan infrastruktur di wilayah perbatasan
	6 kab dan 5 pulau terluar
	1.287
	6 kab dan 5 pulau terluar
	1.351
	6 kab dan 5 pulau terluar
	1.419
	6 kab dan 5 pulau terluar
	1.490
	6 kab dan 5 pulau terluar
	1.564
	Badan Pengelola Perbatasan Daerah

	
	
	Meningkatnya kemanan dan kesejahteraan melalui fasilitasi dan penyelesaian masalah perbatasan antar daerah
	Fasilitasi dan penyelesaian masalah perbatasan antar daerah
	Fasilitasi pada 10 segmen dan penyelesaian pada 2 segmen
	
	Fasilitasi pada 10 segmen dan penyelesaian pada 2 segmen
	
	Fasilitasi pada 10 segmen dan penyelesaian pada 2 segmen
	
	Fasilitasi pada 10 segmen dan penyelesaian pada 2 segmen
	
	Fasilitasi pada 10 segmen dan penyelesaian pada 2 segmen
	
	

	5
	PERHUBUNGAN
	 
	 
	
	5.700
	
	6.042
	
	6.405
	
	6.789
	
	7.196
	 

	5.1
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan
	Meningkatnya tingkat keamanan pelayanan perhubungan di daerah
	Peningkatan jumlah marka dan rambu jalan serta fasilitas keselamatan transportasi 30 %
	47%
	3.695
	60%
	3.917
	73%
	4.152
	86%
	4.401
	100%
	4.665
	Dinas Perhubungan

	5.2
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
	Meningkatnya tingkat keselamatan lalulintas darat, laut dan udara
	Menurunnya tingkat kecelakaan sarana transportasi (1300 kejadian atau 100%)
	90%
	2.005
	80%
	2.126
	70%
	2.253
	60%
	2.388
	50%
	2.532
	Dinas Perhubungan

	
	
	
	Presentase sarana angkutan yang layak operasi 50%
	60%
	
	70%
	
	80%
	
	90%
	
	100%
	
	

	6
	LINGKUNGAN HIDUP
	 
	 
	
	3.532
	
	3.748
	
	3.978
	
	4.223
	
	4.486
	

	6.1
	Program Peningkatan Pengendalian Pemanfaaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penanganann dampak perubahan iklim wilayah Provinsi NTT
	Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA melalui izin lingkungan
	15%
	2.761
	15%
	2.898,97
	15%
	3.043,91
	15%
	3.196,11
	15%
	3.355,92
	Badan Lingkungan Hidup Daerah

	
	
	
	Mencegah dan menghentikan kerusakan lingkungan
	15%
	
	15%
	
	15%
	
	15%
	
	15%
	
	

	6.2
	Program Perlindungan Pemulihan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
	Meningkatnya luas lahan kritis yang ditangani
	Menurunnya luas lahan kritis diluar kawasan hutan sebesar 1.025.759,98 Ha dan bertambahnya luasan konservasi
	150 Ha
	772
	150 Ha
	848,72
	150 Ha
	933,59
	150 Ha
	1.026,95
	150 Ha
	1.129,64
	Badan Lingkungan Hidup Daerah

	
	
	 
	Bertumbuhnya kelompok-kelompok penyelamat lingkungan
	42 Klmpk
	
	50 Klmpk
	
	50 Klmpk
	
	45 Klmpk
	
	45 Klmpk
	
	

	7
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	
	3.040
	
	3.272
	
	3.526
	
	3.804
	
	4.108
	

	7.1
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Anak dan Perempuan
	Meningkatnya perlindungan anak dan perempuan
	Pembinaan pemberdayaan kuantitas dan kualitas hak hidup perempuan dan anak termasuk perlindungannya dalam pembangunan
	12 Bulan
	1.065
	12 Bulan
	1.150
	12 Bulan
	1.242
	12 Bulan
	1.342
	12 Bulan
	1.449
	Badan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

	7.2
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
	Meningkatnya peran lembaga perlindungan perempuan dan anak serta pengaras utamaan gender
	Koordinasi, monev, pendataan, penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dan  anak serta PUG 
	12 Bulan
	1.475
	12 Bulan
	1.622
	12 Bulan
	1.784
	12 Bulan
	1.963
	12 Bulan
	2.159
	Badan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

	7.3
	Program Hibah Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Hibah PKBI dan organisasi kemasyarakatan
	Fasilitasi PKBI, organisasi, lembaga perempuan dan anak  selama 12 Bulan 
	12 Bulan
	500
	12 Bulan
	500
	12 Bulan
	500
	12 Bulan
	500
	12 Bulan
	500
	PPKD

	8
	SOSIAL
	 
	 
	
	17.115
	
	19.777
	
	22.923
	
	26.642
	
	31.044
	

	8.1
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesrsos (PMKS) Lainnya
	Meningkatnya pelayanan sosial untuk masyarakat miskin, terpencil dan penyandang masalah kesra
	Mengurangi jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 
	120 KUBE
	4.143
	130 KUBE
	4.558
	140 KUBE
	5.014
	150 KUBE
	5.515
	160 KUBE
	6.066
	Dinas Sosial

	8.2
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
	Meningkatnya ketrampilan dan kemampuan masyarakat penyandang masalah sosial
	Terlayaninya kebutuhan  7 UPT yang menangani masalah sosial
	7 UPT
	10.407
	7 UPT
	12.488
	7 UPT
	14.986
	7 UPT
	17.983
	7 UPT
	21.580
	Dinas Sosial

	8.3
	Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Eks Trauma
	Pembinaan bagi penyandang penyakit kronis, eks kusta dan korban tindak kekerasan
	Meningkatnya ketrampilan berusaha bagi eks kusta dan korban tindak kekerasan
	180 orang
	384
	200 orang
	423
	220 orang
	465
	240 orang
	511
	260 orang
	562
	Dinas Sosial

	8.4
	Program Penyandang Penyakit Sosial
	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial dan penanganan deportan dan orang terlantar
	Peningkatan ketrampilan eks napi, ODHA/OHIDA dalam pemenuhan kebutuhan keluarga dan terlayaninnya orang terlantar
	180 orang
	835
	200 orang
	961
	220 orang
	1.105
	240 orang
	1.270
	260 orang
	1.461
	Dinas Sosial

	8.5
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
	Peningkatan Kualitas SDM Kemasyarakatan Bidang Kesos
	Peningkatan persentasi kualitas kemasyarakatan bidang kesos
	80%
	415
	85%
	448
	90%
	484
	95%
	523
	100%
	564
	Dinas Sosial

	8.6
	Program Bantuan Sosial Kepada Individu dan Keluarga
	Tersalurnya bantuan jaminan hidup bagi perintis kemerdekaan, bantuan kepada yayasan/LSM yang menangani panti sosial dan bantuan alat bantu bagi penyandang cacat
	Terselenggaranya bantuan sosial kepada individu dan keluarga 100 % Terget direncanakan
	100%
	930
	100%
	900
	100%
	870
	100%
	840
	100%
	810
	PPKD

	9
	KETENAGAKERJAAN
	 
	 
	
	7.058
	
	7.587
	
	8.157
	
	8.769
	
	9.428
	

	9.1
	Program Pembinaan dan Peningkatan Ketenagakerjaan
	Meningkatnya jumlah pencari kerja yang memiliki ketrampilan kerja
	Persentase jumlah tenaga pencari kerja  yang dilatih 1,45 %
	1,67
	3.558
	1,99
	3.842
	2,53
	4.150
	2,67
	4.482
	3,37
	4.840
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

	
	
	Meningkatnya jumlah pencari kerja yang ditempatkan
	Jumlah penempatan pencari kerja 17,09 %
	20,08
	 
	21,5
	 
	22,97
	 
	25,1
	 
	26,55
	 
	

	9.2
	Program Perlindungan dan Pengawasan Ketenagakerjaan
	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja 
	Perlindungan tenaga kerja 96,15 %
	96,77
	1.850
	96,94
	1.980
	97,27
	2.118
	98,28
	2.266
	99,21
	2.425
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

	9.3
	Program Pengembangan dan Pembinaan  Wilayah Transmigrasi
	Meningkatnya pengembangan dan pembinaan wilayah transmigrasi
	Jumlah transmigrasi baru yang difasilitasi 49 KK
	50
	1.650
	56
	1.766
	58
	1.889
	60,00
	2.021
	65
	2.163
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

	 
	 
	 
	Luas Wilayah Transmigrasi yang di tata 31,82 Ha
	27,52
	
	54,33
	
	54,69
	
	58,63
	
	76,92
	
	

	10
	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	
	5.345
	
	5.771
	
	6.233
	
	6.733
	
	7.276
	

	10.1
	Program Peningkatan dan Pengembangan Koperasi
	Meningkatnya proporsi jumlah koperasi yang aktif
	Pembinaan Koperasi 22 Kab/Kota
	22 Kab/Kota
	864
	22 Kab/Kota
	934
	22 Kab/Kota
	1.008
	22 Kab/Kota
	1.089
	22 Kab/Kota
	1.176
	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil

	10.2
	Program Pengembangan Usaha Kecil Menengah
	Meningkatnya aktifitas usaha UMKM
	  Jumlah UMKM yang dibina 50 KUMKM
	50  KUMKM
	2.280
	50  KUMKM
	2.417
	50  KUMKM
	2.562
	50  KUMKM
	2.716
	50  KUMKM
	2.879
	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil

	10.3
	Program Hibah Koperasi
	Tersalurnya hibah koperasi dan Dewan Koperasi Nasional Wilayah NTT
	Bantuan koperasi kepada  22 Kab/Kota
	22 Kab/Kota
	2.200
	22 Kab/Kota
	2.420
	22 Kab/Kota
	2.662
	22 Kab/Kota
	2.928
	22 Kab/Kota
	3.221
	PPKD

	11
	PENANAMAN MODAL
	 
	 
	
	2.190
	
	2.519
	
	2.896
	
	3.331
	
	3.830
	

	11.1
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
	Meningkatnya realisasi investasi dan kerjasama di daerah
	Pemantauan aktivitas penanaman modal dan penyelenggaraan investasi di 22 Kab/Kota 
	22 Kab/Kota
	1.156
	22 Kab/Kota
	1.329
	22 Kab/Kota
	1.529
	22 Kab/Kota
	1.758
	22 Kab/Kota
	2.022
	Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah

	11.2
	Program Peningkatan Investasi Daerah
	Meningkatnya ketersediaan data potensi investasi daerah
	Dokumen peluang usaha setoral bidang unggulan daerah  1 sektoral setiap tahunnya

	1 dok
	1.034
	1 dok
	1.189
	1 dok
	1.368
	1 dok
	1.573
	1 dok
	1.809
	Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah

	 
	 
	 
	Pemantauan investasi daerah
	22 Kab/Kota
	
	22 Kab/Kota
	
	22 Kab/Kota
	
	22 Kab/Kota
	
	22 Kab/Kota
	
	

	12
	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	 
	
	9.616
	
	10.318
	
	11.112
	
	12.009
	
	13.023
	

	12.1
	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
	Jumlah organisasi lingkungan yang aktif dan terbina
	3 Organisasi
	5 Organisasi
	2.808
	4 Organisasi
	3.089
	2 Organisasi
	3.398
	3 Organisasi
	3.738
	5 Organisasi
	4.111
	Dinas Pemuda & Olah Raga

	
	
	Jumlah organisasi ekonomi yang aktif dan terbina
	11 Organisasi
	3 Organisasi
	
	2 Organisasi
	
	2 Organisasi
	
	2 Organisasi
	
	2 Organisasi
	
	

	
	
	Jumlah organisasi sosial yang dibentuk, aktif dan terbina
	56 Organisasi
	4 Organisasi
	
	6 Organisasi
	
	6 Organisasi
	
	4 Organisasi
	
	4 Organisasi
	
	

	
	
	Menurunnya prosentase pemuda usia 16-30 tahun yang tidak bekerja
	3,75%
	0,19%
	
	0,19%
	
	0,19%
	
	0,19%
	
	0,19%
	
	

	12.2
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
	Peningkatan prestasi atlet pada semua cabang olah raga
	58 atlet berprestasi
	110 atlet berprestasi
	2.808
	110 atlet berprestasi
	3.229
	110 atlet berprestasi
	3.714
	110 atlet berprestasi
	4.271
	110 atlet berprestasi
	4.912
	Dinas Pemuda & Olah Raga

	
	
	Jumlah bantuan untuk klub yang berprestasi
	8 Klub berprestasi
	12 Klub berprestasi
	
	12 Klub berprestasi
	
	12 Klub berprestasi
	
	12 Klub berprestasi
	
	12 Klub berprestasi
	 
	

	
	
	Peningkatan partisipasi keikutsertaan masyarakat dalam pembudayaan olah raga
	40 Peserta
	80 Peserta
	
	80 Peserta
	
	80 Peserta
	
	80 Peserta
	
	80 Peserta
	 
	

	
	
	Jumlah fasilitas olah raga yang dikembangkan dan direhabilitasi
	1 Fasilitas (Gelanggang Remaja)
	
	
	Kelanjutan pembangunan gelanggang remaja
	
	
	
	
	
	
	 
	

	12.3
	Program Hibah Bidang Kepemudaan dan Olah Raga 
	Hibah organisasi kepemudaan dan lembaga pembina olah raga
	Organisasi kemasyarakatan 
	3
	4.000
	3
	4.000
	3
	4.000
	3
	4.000
	3
	4.000
	PPKD

	13
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
	
	8.813
	
	8.606
	
	9.489
	
	10.048
	
	11.115
	

	13.1
	Program Peningkatan dan Pembinaan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan, Ekonomi dan Fasilitasi Kewaspadaan Nasional
	Meningkatkan koordinasi ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi 
	koordinasi 21 kab/kota
	22 kab/kota
	1.054
	22 kab/kota
	1.159
	22 kab/kota
	1.275
	22 kab/kota
	1.402
	22 kab/kota
	1.542
	Badan Kesatuan Bangsa & Politik

	
	
	Meningkatnya peran aparatur pemerintah dalam memfasiltasi kewaspadaan nasional di daerah
	koordinasi 21 kab/kota
	22 kab/kota
	
	22 kab/kota
	
	22 kab/kota
	
	22 kab/kota
	
	22 kab/kota
	
	

	13.2
	Program Fasilitasi Politik, Pemilu, Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
	Meningkatnya partisipasi politik dan kualitas demokrasi
	koordinasi 21 kab/kota
	22 kab/kota
	2.740
	22 kab/kota
	2.932
	22 kab/kota
	3.137
	22 kab/kota
	2.932
	22 kab/kota
	3.137
	Badan Kesatuan Bangsa & Politik

	
	
	Meningkatkan ketahanan idiologi dan kewaspadaan nasional
	koordinasi 21 kab/kota
	22 Kab/kota
	
	22 Kab/kota
	
	22 Kab/kota
	
	22 Kab/kota
	
	22 Kab/kota
	
	

	
	
	Meningkatnya dukungan administrasi pelaksanaan program-program Badan Kesbangpol
	koordinasi 21 kab/kota
	22 Kab/kota
	
	22 Kab/kota
	
	22 Kab/kota
	
	22 Kab/kota
	
	22 Kab/kota
	
	

	13.3
	Program Pemeliharaan Keamanan, Kenyamanan Lingkungan dan Perlindungan Masyarakat
	Meningkatnya peran dan fungsi anggota Pol. PP dan masyarakat umum dalam menjaga trantibun
	Operasional gabungan dalam pembinaan ketertiban umum 12 kali
	12 kali
	1.355
	17 kali
	1.464
	22 kali
	1.581
	27 kali
	1.707
	30 kali
	1.844
	Satuan Polisi Pamong Praja

	
	
	Meningkatkan peran anggota Satlinmas dalam kegiatan penanggulangan bencana dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya
	Jumlah anggota Linmas yang dibina
	50 orang
	
	60 orang
	
	70 orang
	
	75 orang
	
	80 orang
	
	

	13.4
	Program Peningkatan Penegakan Produk Hukum Daerah
	Meningkatnya peran PPNS dalam penyelesaian kasus pelanggaran Perda dan Perkada
	Menurunnya kasus pelanggaran Perda dan Perkada semula 35 kasus
	25 kasus
	241
	25 kasus
	265
	20 kasus
	292
	20 kasus
	321
	20 kasus
	353
	Satuan Polisi Pamong Praja

	
	
	
	Jumlah PPNS yang dilatih
	40 orang
	
	45 orang
	
	50 orang
	
	55 orang
	
	60 orang
	
	

	13.5
	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bercana Alam
	Meningkatnya kerjasama dalam tanggap darurat
	Kerjasam penanganan bencana di Desa/kelurahan ( Lokasi Kasus Bencana ) 
	Lokasi Kasus bencana
	2.423
	Lokasi Kasus bencana
	2.787
	Lokasi Kasus bencana
	3.205
	Lokasi Kasus bencana
	3.685
	Lokasi Kasus bencana
	4.238
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

	13.6
	Program Hibah Pengamanan dan Ketertiban
	Hibah kepada TNI AU, TNI AD, TNI AL dan Polda NTT
	Kerjasama dalam rangka Pengamanan dan Ketertiban
	22 Kab/kota
	1.000
	
	22 Kab/kota
	500
	22 Kab/kota
	400
	22 Kab/kota
	300
	22 Kab/kota
	PPKD

	14
	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
	
	160.632
	
	182.584
	
	207.974
	
	237.386
	
	271.509
	

	14.1
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah
	Terfasilitasinya agenda kegiatan Gub & Wagub  
	Fasilitasi Tugas Gubernur dan Wakil Gubernur selama 12 Bulan
	12  Bulan
	11.863
	12  Bulan
	13.643
	12  Bulan
	15.689
	12  Bulan
	18.042
	12  Bulan
	20.749
	Biro Umum

	14.2
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah sesuai aturan yang berlaku  
	Tata Kelola Keuangan  Daerah selama 12 Bulan
	12  Bulan
	9.835
	12  Bulan
	11.507
	12  Bulan
	13.463
	12  Bulan
	15.751
	12  Bulan
	18.429
	Biro Keuangan

	14.3
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten Kota
	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah kabupaten dan kota
	 Tata keelola keuangan kab/Kota selama 12 Bulan
	12  Bulan
	1.835
	12  Bulan
	2.111
	12  Bulan
	2.427
	12  Bulan
	2.791
	12  Bulan
	3.210
	Biro Keuangan

	14.4
	Program Penataan Peraturan Perundang Undangan
	Meningkatnya ketersediaan perangkat aturan perundangan yang dibutuhkan
	 Dukungan Informasi Peraturan perundangan 90%
	>90 %
	1.240
	>90 %
	1.426
	100%
	1.640
	100%
	1.886
	100%
	2.169
	Biro Hukum

	14.5
	Program Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat
	Meningkatnya penyebaran informasi tentang Perda baru;
	 Sosialisasi regulasi baru
	22 Kab/Kota
	1.325
	22 Kab/Kota
	1.484
	22 Kab/Kota
	1.662
	22 Kab/Kota
	1.862
	22 Kab/Kota
	2.085
	Biro Hukum

	
	
	Meningkatnya penyebaran informasi tentang perundangan yang baru
	Daerah dan pusat Pada pada 21  Kab/kota 
	22 Kab/Kota
	
	22 Kab/Kota
	
	22 Kab/Kota
	
	22 Kab/Kota
	
	22 Kab/Kota
	
	

	14.6
	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
	Meningkatnya efisiensi dan kinerja perangkat organisasi daerah
	Tingkat Efisiensi Kinerja Aparatur sekitar 90% 
	>90 %
	1.065
	100%
	1.171,35
	100%
	1288,48
	100%
	1417,33
	100%
	1559,07
	Biro Organisasi

	14.7
	Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik
	Tersedianya perangkat penilaian kinerja organisasi daerah
	Tibgkat Penilaian Kinerja Aparatur  sekitar 90 %
	>90 %
	1.466
	100%
	1.686
	100%
	1.939
	100%
	2.229
	100%
	2.564
	Biro Organisasi

	14.8
	Program Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah

	Meningkatnya pengelolaan program dan kegiatan SKPD
	 Tata kelola Program SKPD  selama 12 Bulan
	12 Bulan
	4.022
	12 Bulan
	4.424
	12 Bulan
	4.866
	12 Bulan
	5.353
	12 Bulan
	5.888
	Biro Administrasi Pembangunan

	14.9
	Program Koordinasi dan Pembinaan  Pembangunan Perekonomian  dan Sumber Daya Alam
	Kerjasama investasi antara daerah, sektor swasta dan pelaku usaha lainnya (Perbankan, Koperasi dan Lembaga Keuangan)
	Koordinasi kerjasama Bidang Ekonomi selama 12 Bulan
	12 Bulan
	1.416
	12 Bulan
	1.629
	12 Bulan
	1.873
	12 Bulan
	2.154
	12 Bulan
	2.477
	Biro Perekonomian

	
	
	Pengembangan ekonomi daerah melalui pengembangan KI-Bolok menjadi kawasan ekonomi khusus dan Kapet Mbay menjadi kawasan ekonomi dan  industri
	Koordinasi pembangunan ekonomi di kawasan ekonomi khusus Bolok dan kawasan ekonomi terpadu Mbay
	12 Bulan
	
	12 Bulan
	
	12 Bulan
	
	12 Bulan
	
	12 Bulan
	
	

	14.10
	Program Fasilitas Kerjasama Ekonomi dan Pembinaan Badan Usaha
	Meningkatnya fasilitasi kerjasama ekonomi dan pembinaan badan usaha
	Pembinaan Badan Usaha selama 12 Bulan
	12 Bulan
	447
	12 Bulan
	483
	12 Bulan
	522
	12 Bulan
	563
	12 Bulan
	608
	Biro Perekonomian

	14.11
	Program Hibah Organisasi  Kemasyaralatan Bidang Perekonomian
	Hibah organisasi kemasyarakatan dan lembaga perekonomian daerah
	Pembinaaan organisasi kemasyarakatan dan lembaga perekonomian daerah selama 12 Bulan
	12 Bulan
	250
	12 Bulan
	250
	12 Bulan
	250
	12 Bulan
	250
	12 Bulan
	250
	PPKD

	14.12
	Program Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
	Meningkatnya koordinasi dan kerjasama bidang kesejahteraan masyarakat
	Koordinasi Pembangunan Bidang Kesra selama 12 Bulan 
	12 Bulan
	1.729
	12 Bulan
	1.868
	12 Bulan
	2.017
	12 Bulan
	2.178
	12 Bulan
	2.353
	Biro Kesejahteraan Rakyat

	14.13
	Program Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama
	Meningkatnya kerukunan hidup beragama di daerah
	Fasilitasi Koordinasi Kerukukan antar umat beragama selama 12 Bulan 
	12 Bulan
	3.805
	12 Bulan
	4.109
	12 Bulan
	4.438
	12 Bulan
	4.793
	12 Bulan
	5.176
	Biro Kesejahteraan Rakyat

	14.14
	Program Hibah Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kesejahteraan Sosial, Keagamaan dan Kependidikan
	Hibah keagamaan dan kesejahteraan sosial
	Fasilitasi organisasi kemasyarakatan selama 12 Bulan 
	12 Bulan
	10.440
	12 Bulan
	11.066
	12 Bulan
	11.730
	12 Bulan
	12.434
	12 Bulan
	13.180
	PPKD

	14.15
	Program Bantuan Sosial Bidang Pendidikan
	Bantuan sosial pendidikan
	Fasilitasi bantuan pendidikan
	12 Bulan
	16.198
	12 Bulan
	17.008
	12 Bulan
	17.858
	12 Bulan
	18.751
	12 Bulan
	19.689
	PPKD

	14.16
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
	Meningkatnya kerjasama antar pemerintah daerah
	Kerjasama pemerintah daerah selama 12 Bulan 
	12 Bulan
	659
	12 Bulan
	725
	12 Bulan
	798
	12 Bulan
	878
	12 Bulan
	965
	Biro Pemerintahan

	
	
	Terfasilitasinya penyelesaian konflik pertanahan
	Terselesainya permasalahaan konflik pertanahan di provinsi, kab/kota
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Terkoordinasinya pengelolaan data pembinaan ketentraman dan ketertiban umum baik di provinsi dan kabupaten/kota
	Teridentifikasinya permasalahaan ketentraman dan ketertiban umum di prov dan kabupaten/kota
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.17
	Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Kependudukan dan Otda
	Terfasilitasinya semua kebutuhan tata kelola pemerintahan dan kebutuhan administrasi kependudukan
	Koordinasi tata kelola pemerintahan dan kependudukan selama 12 Bulan 
	12 Bulan
	948
	12 Bulan
	1.043
	12 Bulan
	1.148
	12 Bulan
	1.262
	12 Bulan
	1.389
	Biro Pemerintahan

	
	
	Terbentuknya daerah otonomi baru prov, kab, kota
	makin tingginya tuntunan aspirasi rakyat (9 calon kab/kota dan prov)
	2 kab
	
	2 kab
	
	2 kab
	
	3 kab
	
	1 (prov)
	
	

	14.18
	Program Peningkatan, Komunikasi dan Informasi Daerah
	Publikasi Pelayananan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
	Publikasi selama 12 bulan
	12 Bulan
	700
	12 Bulan
	770
	12 Bulan
	847
	12 Bulan
	932
	12 Bulan
	1.025
	Biro Hubungan Masyarakat

	14.19
	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
	Kerjasama informasi dan media massa
	Kerjasama di bidang informasi dan media massa selama 12 bulan
	12 Bulan
	700
	12 Bulan
	784
	12 Bulan
	878
	12 Bulan
	983
	12 Bulan
	1.101
	Biro Hubungan Masyarakat

	14.20
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
	Meningkatnya peran DPRD
	Advokasi dan penyerapan  aspirasi masyarakat  melalui DPRD selama 12 Bulan 
	12 Bulan
	34.528
	12 Bulan
	41.434
	12 Bulan
	49.720
	12 Bulan
	59.664
	12 Bulan
	71.597
	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

	14.21
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
	Meningkatnya pengawasan dan pengendalian pembangunan daerah
	Pengawasan dan pengendalian pembangunan selama 12 Bulan 
	12 Bulan
	6.600
	12 Bulan
	7.590
	12 Bulan
	8.728
	12 Bulan
	10.038
	12 Bulan
	11.543
	Inspektorat

	14.22
	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
	Meningkatnya kemampuan aparat pemeriksa
	Peningkatan kompetensi pemeriksa 1 paket 
	1 Paket
	43
	1 Paket
	52
	1 Paket
	61,94
	1 Paket
	74,33
	1 Paket
	89,19
	Inspektorat

	14.23
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah
	Meningkatnya fasilitasi kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Pemerintah di di Jakarta
	Fasilitasi Pelaksnaan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan selama 12 Bulan 
	12 Bulan
	255
	12 Bulan
	293
	12 Bulan
	337,24
	12 Bulan
	387,82
	12 Bulan
	446
	Kantor Penghubung

	14.24
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat
	Meningkatnya fasiliitasi koordinasi daerah dengan K/L
	Koordinasi pembangunan  dengan K/L selama 12 Bulan 
	12 Bulan
	208
	12 Bulan
	229
	12 Bulan
	251,68
	12 Bulan
	277
	12 Bulan
	305
	Kantor Penghubung

	14.25
	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah dan Penataan Aset
	Meningkatnya pendapatan daerah dan penataanusahaan aset
	 Peningkatan PAD tahun 2012 Rp. 458 Milyar
	695 Milyar
	14.336
	783. Milyar
	16.916
	861 Milyar
	19.961
	949 Milyar
	23.555
	1.000 Milyar
	27.794
	Dinas Pendapatan dan Aset Daerah

	14.26
	Program Pendidikan Kedinasan
	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan aparatur
	Peningkatan jumlah mutu diklat PNSD rata-rata 624 orang per tahun 
	15 dklat/750 orang
	23.073
	20 dklat/800 orang
	25.841
	25 dklat/850 orang
	28.942
	30 dklat/850 orang
	32.415
	35 dklat/900 orang
	36.305
	Badan Pendidikan & Pelatihan

	14.27
	Program Pengembangan Data Informasi Perijinan Investasi
	Tersedianya data perijinan danb investasi
	Penyediaan dana dan informasi  investasi untuk publik 1  paket
	1  paket
	628
	1  paket
	690
	1  paket
	759
	1  paket
	835
	1  paket
	918,87
	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

	14.28
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan
	Meningkatnya pelayanan perijinan
	Penerapan SPM Perijinan selama 12 bulan 
	12 bulan
	340
	12 bulan
	373
	12 bulan
	410,83
	12 bulan
	451,92
	12 bulan
	497,11
	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

	14.29
	Program Pembinaan Pengembangan dan Perlindungan KORPRI
	Terfasilitasinnya pembinaan KORPRI
	 Peningkatan Kinerja KORPRI selama 12 bulan
	12 bulan
	1.843
	12 bulan
	2.027
	12 bulan
	2.230
	12 bulan
	2.453
	12 bulan
	2.699
	Sekretariat Dewan KORPRI

	14.30
	Program Penelitian Pengembangan Ekonomi, Sosial, Budaya, Iptek, Lingkungan Hidup, Politik dan Pemerintahan
	Meningkatnya jumlah klaster kegiatan ekonomi produktif dan terbentuknya korporasi kegiatan berskala usaha menengah
	Tersedianya data pembangunan Desa Mandiri Anggur Merah 
	25%
	995
	40%
	1.243
	60%
	1.554
	80%
	1.943
	100%
	2.429
	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

	
	
	Tersedianya hasil penelitian bidang pemerintahan dan politik dalam rangka pengembangan demokrasi serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik 
	Tersedianya data pelaksanaan pemilukada dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik
	25%
	 
	40%
	 
	60%
	 
	80%
	 
	100%
	 
	

	14.31
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan Daerah serta Penyerbarluasan Data dan Informasi Penelitian
	Terwujudnya komunikasi intensif antara para peneliti dengan Dewan Riset Daerah
	Konsolidasi DRD dan perekrutan tenaga peneliti yang berkompeten
	35 org dan 12 org
	525
	35 org dan 12 org
	656
	35 org dan 12 org
	820
	35 org dan 12 org
	1.025
	35 org dan 12 org
	1.282
	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

	
	
	Terwujudnya hasil-hasil penelitian sebagai bahan masukan dalam proses pengambilan keputusan publik
	Tersedianya publikasi hasil-hasil penelitian
	500 exp.
	
	500 exp.
	
	500 exp.
	
	500 exp.
	
	500 exp.
	
	

	
	
	Pengembangan daerah melalui DOB
	Penyediaan data dalam rangka mendukung persayaratan pembentukan DOB dan pengkajian dokumen strategis lainnya
	1  paket
	
	1  paket
	
	1  paket
	
	1  paket
	
	1  paket
	
	

	14.32
	Program Pendidikan Kedinasan
	Meningkatnya profesionalisme pejabat fungsional PNS
	Tingkat Kompetensi PNS  90 -95 %
	>90 %
	100
	> 95%
	115
	100%
	132,25
	100%
	152,09
	100%
	174,90
	Badan Kepegawaian Daerah

	14.33
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
	Meningkatnya kinerja aparatur melalui pembinaan bidang kepegawaian 
	 Tingkat Kinerja 90-95 %
	>90 %
	7.215
	>95 %
	7.937
	100%
	8.731
	100%
	9.604
	100%
	10.564
	Badan Kepegawaian Daerah

	15
	KETAHANAN PANGAN
	 
	 
	
	8.614
	
	10.043
	
	11.708
	
	13.651
	
	15.917
	

	15.1
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian Perkebunan
	Meningkatnya cadangan ketahanan pangan masyarakat
	Cadangan ketahanan pangan 50 ton
	100
	6.810
	120
	7.967
	140
	9.322
	180
	10.906
	200
	12.760
	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

	
	
	Meningkatnya penanganan daerah rawan pangan
	Porsentase penanganan daerah rawan pangan 50 %
	60%
	
	70%
	
	80%
	
	90%
	
	100%
	
	

	 
	 
	Meningkatnya informasi pasokan, harga dan akses pangan
	Prosentase penyediaan informasi pasokan harga dan akses pangan 50%
	60%
	
	80%
	
	100%
	
	100%
	
	100%
	
	

	 
	 
	Meningkatnya pengawasan dan pembinaan kemanan pangan 
	Porsentase  pengawasan dan pembinaan kemanan pangan 50 %
	60%
	
	70%
	
	80%
	
	90%
	
	100%
	
	

	15.2
	Program Peningkatan Penyuluhan Usaha Tani
	Meningkatnya jumlah dan kompetensi tenaga penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan
	Jumlah tenaga penyuluh (%;orag) (tahun 2012:40%; 1.315 orang)
	50% atau 1.252 orang
	1.805
	60% atau 1.502 orang
	2.075
	70% atau 1.752 orang
	2.387
	80% atau 2.000 orang
	2.745
	90% atau 2.253 orang
	3.156
	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

	
	
	Meningkatnya peran dan fungsi Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K), Pos Penyuluhan Desa (Posludes) dan kelompok tani sebagai basis kegiatan pertanian, perikanan dan kehutanan
	Jumlah kelembagaan penyuluhan (BP3K dan Posluhdes) aktif (unit); kondisi tahun 2012: 153 unit dan 16.494 kelompok tani
	195 unit dan 16.894 kelompok tani
	
	250 unit dan 17.295 kelompok tani
	
	296 unit dan 17.695 kelompok tani
	
	340 unit dan 18.095 kelompok tani
	
	385 unit dan 18.500 kelompok tani
	
	

	
	
	Meningkatnya pendampingan penyelenggaraan penyuluhan melalui program penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan
	Jumlah program penyuluhan (40%;125 unit)
	60%;184 unit
	
	70%;214 unit
	
	80%;245 unit
	
	90%;275 unit
	
	100%;306 unit
	
	

	16
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	
	33.814
	
	40.359
	
	48.179
	
	57.527
	
	68.700
	

	16.1
	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Pedesaan
	Jumlah masyarakat desa yang berpartisipasi dalam pembangunan desa
	Motivasi masyarakat yang ikut berpartisipasi di 3.245 Desa/kelurahan
	3.245
	2.536
	3.245
	2.916
	3.245
	3.354
	3.245
	3.857
	3.245
	4.436
	Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintah Desa

	16.2
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sosial Ekonomi dan Aparatur Desa
	Jumlah Kader/Aparatur Desa yang dilatih
	 
	
	1.473
	
	1.694
	
	1.948
	
	2.240
	
	2.576
	Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintah Desa

	 
	 
	Jumlah Desa yg memiliki Lembaga CPPD/Unit Usaha Pangan Desa
	Unit lembaga CPPD/UPD 8.506 unit
	8.506
	
	8.907
	
	9.507
	
	1.114
	
	11.244
	
	

	 
	 
	Jumlah Desa yg memiliki Lembaga CPPD/Unit Usaha Pangan Desa
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.3
	Program  Pengembangan Kemitraan dan Teknologi Pedesaan
	Jumlah kelompok UKM/Kelompok Usaha perempuan dengan penggunaan TTG
	Kelompok pengguna TTG  236 kelompok
	263
	355
	553
	408
	705
	469
	903
	540
	1.300
	621
	Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintah Desa

	16.4
	Program Hibah Perumahan (P2LDT)
	Hibah perumahan dan peralatan TTG bagi masyarakat
	Unit rumah terbangun sebanyak 1.350 unit dan peralatan TTG
	2.945
	29.450
	2.945
	35.340
	2.945
	42.408
	2.945
	50.890
	2.945
	61.068
	PPKD

	17
	KEARSIPAN
	 
	 
	
	1.514
	
	1.742
	
	1.789
	
	2.057
	
	2.366
	

	17.1
	Program Peningkatan Sistem Informasi Administrasi dan Kearsipan
	Tersedianya arsip daerah yang lengkap dan terkini
	Tatakelola Arsip selama 12 bulan 
	12 Bulan
	1.239
	12 Bulan
	1.425
	12 Bulan
	1.425
	12 Bulan
	1.639
	12 Bulan
	1.885
	Badan Arsip

	17.2
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
	Meningkatnya pemahaman aparatur terhadap pentingnya arsip

	 Pembinaan Arsiparis di 10 SKPD
	10 SKPD
	275
	10 SKPD
	316
	10 SKPD
	364
	10 SKPD
	418
	10 SKPD
	481
	Badan Arsip

	18
	KOMUNIKASI DAN INFORMASI
	 
	
	3.316
	
	3.723
	
	4.185
	
	4.709
	
	5.304
	

	18.1
	Program Peningkatan Komunikasi dan Informasi Daerah
	Meningkatnya kemampuan aparat pengelola komunikasi dan informasi
	Tata kelola informasi publik selama  12 bulan
	12 bulan
	125
	12 bulan
	144
	12 bulan
	165
	12 bulan
	190
	12 bulan
	219
	Dinas Komunikasi dan Informatika

	18.2
	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
	Meningkatnya peran media massa dalam pembangunan
	  Kerjasama media massa selama 12 bulan
	12 bulan
	1.309
	12 bulan
	1.506
	12 bulan
	1.732
	12 bulan
	1.991
	12 bulan
	2.290
	Dinas Komunikasi dan Informatika

	18.3
	Program Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah
	Meningkatnya persebaran informasi pembangunan di media masa
	Publikasi pembangunan daerah selama  12 bulan
	12 bulan
	756
	12 bulan
	831
	12 bulan
	914
	12 bulan
	1.006
	12 bulan
	1.106
	Dinas Komunikasi dan Informatika

	18.4
	Program Hibah Organisasi Bidang Komunikasi dan Informasi
	Hibah organisasi komunikasi dan informasi
	Kinerja informasi Publik melalui PWI selama 12 bulan
	12  bulan
	200
	12 bulan
	200
	12 bulan
	200
	12 bulan
	200
	12 bulan
	200
	PPKD

	18.5
	Program Pengembangan Data dan Informasi
	Meningkatnya penggunaan TIK dalam pelayanan pemerintahan 
	Pelayanan TIK selama 12 bulan 
	12 bulan
	741
	12 bulan
	830
	12 bulan
	930
	12 bulan
	1.041
	12 bulan
	1.166
	Kantor Pengolahan Data Elektronik

	18.6
	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
	 Jangakuan infornasi pembangunan  di kab/kota
	 Pelayanan informasi pemangunan selama 12 bulan
	12 bulan
	185
	12 bulan
	212
	12 bulan
	244,23
	12 bulan
	280,86
	12 bulan
	322,99
	Kantor Pengolahan Data Elektronik

	18.7 
	Program Peningkatan Komunikasi dan Informasi Daerah

	Meningkatnya peran KPID di daerah
	Kinerja informasi Publik selama 12 bulan
	12 bulan
	750
	12 bulan
	863
	12 bulan
	991,88
	12 bulan
	1.140,66
	12 bulan
	1.311,75
	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)


	19
	PERPUSTAKAAN

 
	 
	
	1.777
	
	2.044
	
	2.350
	
	2.703
	
	3.108
	

	19.1
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
	Persentase pengunjung perpustakaan 
	 Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan di 21 kab/kota 
	22 kab/kota
	1.777
	22 kab/kota
	2.044
	22 kab/kota
	2.350
	22 kab/kota
	2.703
	22 kab/kota
	3.108
	Badan Perpustakaan Daerah

	C
	URUSAN PILIHAN
	 
	 
	
	136.235
	
	165.781
	
	198.083
	
	236.514
	
	281.823
	

	20
	PERTANIAN
	 
	 
	
	48.899
	
	57.674
	
	68.054
	
	80.336
	
	94.876
	

	20.1
	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Perkebunan
	Meingkatnya luas lahan komoditi perkebunan yang menghasilkan
	Luas lahan komoditi perkebunan yang berteknologi 49.88  (%) 
	50.67
	18.864
	51.14
	21.693
	51.14
	24.947
	51.30
	28.689
	51.29
	32.993
	Dinas Pertanian dan Perkebunan

	20.2
	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Meningingkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan Holtikultura
	Produksi tanaman pangan 13.000 ha 
	13.500 ha
	9.856
	14.000 ha
	11.827
	14.500 ha
	14.193
	15.000 ha
	17.031
	15.500 ha
	20.438
	Dinas Pertanian dan Perkebunan

	20.3
	Program Pengembangan Benih dan Pembibitan
	Meningkatnya ketersediaan benih dan bibit sesuai kebutuhan
	Ketersediaan bibit untuk 21 kab/kota
	22 kab/kota
	767
	22 kab/kota
	920
	22 kab/kota
	1.104
	22 kab/kota
	1.325
	22 kab/kota
	1.590
	Dinas Pertanian dan Perkebunan

	20.4
	Program Peningkatan  Produksi Hasil Peternakan
	Meningkatnya  populasi, produksi dan produktifitas ternak
	Jumlah populasi ternak sebanyak  851.916
	891.104 ekr
	16.178
	932.095 ekr
	19.413
	974.971 ekr
	23.296
	1.019.820 ekr
	27.955
	1.066.731 ekr
	33.546
	Dinas Peternakan

	
	
	
	Pengadaan bibit sapi sebanyak 300 ekor
	330 ekr
	
	360 ekr
	
	390 ekr
	
	420 ekr
	
	450 ekr
	
	

	20.5
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
	Meningkatnya tingkat penanganan penyakit ternak
	Jumlah ternak berpenyakit yang ditangani sebanyak  50.000 
	55.000
	2.010
	60.000
	2.412
	66.000
	2.894
	72.600
	3.473
	79.520
	4.167
	Dinas Peternakan

	20.6
	Program Dukungan dan Manajemen Pembangunan Peternakan
	Meningkatnya  pengawasan lalu lintas ternak antar pulau
	Jumlah ternak yang diantarpulaukan sebanyak 60.000 
	60.000
	1.225
	60.000
	1.409
	60.000
	1.620
	60.000
	1.863
	60.000
	2.143
	Dinas Peternakan

	21
	KEHUTANAN
	 
	 
	
	11.075
	
	15.007
	
	19.335
	
	24.622
	
	28.868
	

	21.1
	Program Pengembangan Pemanfaatan dan Penertiban Sumber Daya Hutan
	Meningkatnya potensi hasil hutan
	Pembentukan kelembagaan HT di masyarakat
	-
	3.414
	-
	5.047
	1
	7.076
	-
	9.599
	-
	12.716
	Dinas Kehutanan (KPHL Mutis-Timau)

	
	
	 
	Luas Kawasan HT dikembangkan
	-
	
	-
	
	100
	-
	-
	
	200
	-
	

	
	
	 
	 Luas Kawasan yang dimanfaatkan oleh mitra
	0
	
	25.000
	
	50.000
	
	75.000
	
	100.000
	
	

	 
	 
	Meningkatnya pemantapan pengelolaan kawasan hutan
	Jumlah unit KPH yang dibangun (3)
	2
	
	4
	
	6
	
	8
	
	10
	
	

	 
	 
	 
	Luas kawasan hutan yang dipertahankan 1.808.990 Ha
	1.581.540 Ha
	
	1.581.540 Ha
	
	1.581.540 Ha
	
	1.581.540 Ha
	
	1.581.540 Ha
	
	

	 
	 
	 
	Pemeliharaan batas kawasan hutan sepanjang 100 Km
	0
	
	100
	
	200
	
	300
	
	50
	
	

	 
	 
	Menurunnya persentase kerusakan hutan 50 %
	Penurunan jumlah kasus kehutanan 83 kasus
	15  kasus
	
	25  kasus
	
	35  kasus
	
	40  kasus
	
	42  kasus
	
	

	 
	 
	 
	Peningkatan penyelesaian kasus kehutanan 44,6%
	0%
	
	70%
	
	90%
	
	90%
	
	100%
	
	

	 
	 
	 
	Penurunan luas kebakaran hutan 11.691,85 Ha
	2.000 Ha
	
	3.500 Ha
	
	4.500 Ha
	
	5.500 Ha
	
	6.400 Ha
	
	

	21.2
	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 
	Terbangunnya tanaman kehutanan 
	Luas hutan kritis yang direhabilitasi 270.950 Ha
	385
	7.661
	600
	9.510
	700
	11.742
	800
	14.428
	900
	15.468
	Dinas Kehutanan  (KPHL Mutis-Timau)

	
	
	 
	Luas kawasan hutan yang dipertahankan 1.808.990 Ha
	1.581.540 Ha
	 
	1.581.540 Ha
	 
	1.581.540 Ha
	 
	1.581.540 Ha
	 
	1.581.540 Ha
	 
	

	 
	 
	Meningkatnya potensi tanaman cendana
	Jumlah bibit tanaman cendana yang ditanam
	350.000
	
	750.00
	
	1.250.000
	
	1.850.000
	
	2.550.000
	
	

	21.3
	Program Pengelolaan DAS Terpadu
	Meningkatnya luas rehabilitasi hutan dan lahan
	Koordinasi teknis dan rehabilitasi hutan dan lahan kritis serta pemberdayaan kelompok masyarakat di DAS prioritas 
	
	
	3 DAS / 6 Kelompok
	450
	3 DAS / 6 Kelompok
	517,5
	3 DAS / 6 Kelompok
	595
	3 DAS / 6 Kelompok
	684
	Dinas Kehutanan (KPHL Mutis-Timau)

	22
	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	 
	
	7.499
	
	8.372
	
	9.349
	
	10.444
	
	11.671
	

	22.1
	Program Pembinaan Pengawasan dan Penertiban Usaha Pertambangan, Migas dan Panas Bumi
	Meningkatnya pengelolaan pertambangan
	 Pengawasan dan penertiban pertambangan di 21 kab/kota
	22 kab/kota
	3.989
	22 kab/kota
	4.388
	22 kab/kota
	4.827
	22 kab/kota
	5.309
	22 kab/kota
	5.840
	Dinas Pertambangan dan Energi

	
	
	 
	Pengendalian lingkungan pertambangan (good mining practice)
	22kab/ kota
	
	22kab/ kota
	
	22kab/ kota
	
	22kab/ kota
	
	22kab/ kota
	
	

	
	
	Meningkatnya kompetensi SDM  pengelolaan pertambangan
	Peningkatan kompetensi pengelola administrasi lingkungan pertambangan 
	22 kab/kota
	
	22 kab/kota
	
	22 kab/kota
	
	22 kab/kota
	
	22 kab/kota
	
	

	22.2
	Program Pengembangan Pertambangan
	Meningkatkan pengembangan pertambangan 
	Pengembagan pertambagan ramah lingkungan berdasarkan potensi geologi
	22kab/ kota
	1.755
	22kab/ kota
	1.966
	22kab/ kota
	2.201
	22kab/ kota
	2.466
	22kab/ kota
	2.762
	Dinas Pertambangan dan Energi

	22.3
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan
	Tingkat elektrikfikasi desa
	Prosentase desa yang memiliki listrik sebanyak 51 % 
	56 %
	1.755
	65 %
	2.018
	73 %
	2.321
	78 %
	2.669
	85 %
	3.070
	Dinas Pertambangan dan Energi

	23
	PARIWISATA
	 
	 
	
	12.816
	
	15.760
	
	18.392
	
	21.550
	
	25.340
	

	23.1
	Program Pengembangan Kemitraan Kebudayaan, destinasi dan Promosi Pariwisata
	Meningkatnya kerjasama promosi wisata antar daerah
	 Pengembangan 50 Desa Wisata
	50 Desa
	10.216
	50 Desa
	12.260
	50 Desa
	14.712
	50 Desa
	17.654
	50 Desa
	21.185
	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif

	
	
	Meningkatnya cakupan promosi obyek wisata daerah
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Meningkatnya kerjasama (promosi) pemasaran pariwisata (antar daerah dalam
	10 Provinsi MPU dan 3 negara
	10 prov. MPU
	 
	10 prov, MPU dan 2 negara
	 
	10 prov, MPU dan 2 negara
	 
	10 prov, MPU dan 2 negara
	 
	10 prov, MPU dan 2 negara
	 
	

	
	
	Meningkatnya cakupan (promosi) pemasaran objek, daya tarik dan atraksi wisata daerah
	7 objek utama (Komodo, 17 Pulau Riung, Kalimutu, Penangkapan Ikan Paus, Pasola, Suku Boti, Mancing Tabalolong)
	7 Objek Utama
	
	7 Objek Utama
	
	7 Objek Utama
	
	7 Objek Utama
	
	7 Objek Utama
	
	

	
	
	Meningkatnya event seni dan budaya 
	10 event seni dan budaya
	10 event seni dan budaya
	
	10 event seni dan budaya
	
	10 event seni dan budaya
	
	10 event seni dan budaya
	
	10 event seni dan budaya
	
	

	
	
	Pemanfaatan media desain dan Iptek
	Media massa, media elektronik, media informasi dan sistem informasi kepariwisataan
	6 paket media desain dan iptek
	
	6 paket media desain dan iptek
	
	6 paket media desain dan iptek
	
	6 paket media desain dan iptek
	
	6 paket media desain dan iptek
	
	

	23.2
	Program Pengembangan Sumber Daya dan Ekonomi Kreatif
	Meningkatnya kapasitas sumber daya pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif
	Peningkatan kapasitas sumber daya bidang ekonomi kreatif
	22 kab/kota
	
	22 kab/kota
	900
	22 kab/kota
	1080
	22 kab/kota
	1.296,00
	22 kab/kota
	1.555,20
	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif

	
	
	Meningkatnya event seni dan budaya serta pemanfataan media, desain dan iptek
	Peningkatan event dan pemanfaatan media kepariwisataan dan ekonomi kreatif
	22 kab/kota
	
	22 kab/kota
	
	22 kab/kota
	
	22 kab/kota
	
	22 kab/kota
	
	

	23.3
	Program Hibah Pariwisata
	Hibah Desa Wisata dan Mitra Praja Utama
	 kelompok masyarakat bidang kebudayaan dan adat istiadat 
	22 kab/kota
	2.600
	22 kab/kota
	2.600
	22 kab/kota
	2.600
	22 kab/kota
	2.600
	22 kab/kota
	2.600
	PPKD

	24
	KELAUTAN DAN PERIKANAN
	 
	
	41.723
	
	49.988
	
	59.896
	
	71.774
	
	86.017
	

	24.1
	Program Pengembangan Perikanan Budidaya
	Produksi Perikanan Budidaya 
	Jumlah produksi Budidaya sebanyak 1.30 ton
	1.43
	11.393
	1.58
	13.672
	1.73
	16.406
	1.91
	19.688
	2.10
	23.625
	Dinas Kelautan dan Perikanan

	24.2
	Program Pengembangan Perikanan Tangkap
	Produksi Perikanan Tangkap
	Jumlah produksi tangkap sebanyak 69,30 ribu ton
	72,76
	27.194
	76,4
	32.633
	80,22
	39.160
	84,24
	46.992
	88,45
	56.390
	Dinas Kelautan dan Perikanan

	
	
	
	Pembangunan kapal angkap sebanyak 22 unit
	22
	
	25
	
	27
	
	29
	
	31
	
	

	24.3
	Program Pengembangan Penyuluhan Kapasitas Kelembagaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
	Produksi Ekspor Hasil Perikanan
	Jumlah produk ekspor sebanyak 1,52 juta (kg)
	1,6
	2.135
	1,68
	2.562
	1.76
	3.075
	1,85
	3.690
	1.95
	4.428
	Dinas Kelautan dan Perikanan

	24.4
	Program Bantuan Sosial Kelautan Perikanan 
	Bantuan kepada kelompok masyarakat dalam rangka pengembangan kelautan perikanan
	Pengembangan budidaya rumput laut
	1 Pkt
	1.000
	1 Pkt
	1.120
	1 Pkt
	1.254
	1 Pkt
	1.405
	1 Pkt
	1.574
	PPKD

	25
	PERINDUSTRIAN

 
	 
	
	14.223
	
	18.981
	
	23.057
	
	27.787
	
	35.051
	

	25.1
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
	Meningkatnya perlindungan konsumen terhadap kecurangan pedagang
	Perlindungan konsumen  di 4 kab
	4 kab
	5.083
	4 kab
	6.293
	4 kab
	7.696
	4 kab
	9.310
	4 kab
	11.183
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

	
	
	Terjaminnya keamanan, kesehatan, keselamatan dan lingkungan (K3L) bagi konsumen
	Pemantauan  keamanan, kesehatan, keselamatan dan lingkungan (K3L) bagi konsumen 30 kali
	30 kali
	
	31
	
	33
	
	35
	
	37
	
	

	25.2
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
	Meningkatnya omzet penjualan industri kecil menengah yang dibina
	Pembinaan industri keci sebanyak 100
	
	6.344
	5.700
	
	5.898
	
	6.103
	
	6.315
	
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

	
	
	
	
	5.508
	
	    
	 
	UU
	 
	UU
	 
	UU
	 
	

	
	
	
	
	Unit Usaha
	
	29.904
	              8.028 
	32.344
	                9.986 
	34983
	           12.256 
	37.838
	              14.879 
	

	
	
	
	
	27.648 TK
	
	TK
	 
	TK
	 
	TK
	 
	TK
	 
	

	
	
	
	
	100
	
	100
	 
	100
	 
	100
	 
	100
	 
	

	
	
	Meningkatkan kemampuan IKM dalam penggunaan teknologi industri
	Jumlah IKM
	5.322
	 
	5.700
	 
	5.898
	 
	6.103
	 
	6.315
	 
	

	
	
	
	
	UU
	
	UU
	
	UU
	
	UU
	
	UU
	
	

	
	
	
	
	25.562
	
	29.904
	
	32.344
	
	34.983
	
	37.838
	
	

	
	
	
	
	TK
	
	TK
	
	TK
	
	 
	
	TK
	
	

	
	
	Meningkatkan omset industri kecil menengah dengan fokus pada komoditi unggulan daerah di bidang agro
	Paket pengembangan komoditi unggulan daerah
	
	
	1 Pkt
	
	1 Pkt
	
	1 Pkt
	
	1 Pkt
	
	

	
	
	Peningkatan hak paten produk UKM
	Jumlah produk lokal UKM yang dipatenkan
	
	
	10 Produk
	
	10 Produk
	
	10 Produk
	
	10 Produk
	
	

	25.3
	Program Peningkatan Perdagangan  Dalam Negeri dan Luar Negeri
	Jumlah promosi produk unggulan daerah untuk ekspor
	Partisipasi dalam event pameran produk unggulan sebanyak 3 kali
	4 kali
	446
	4 kali
	924
	4 kali
	1.513
	4 kali
	2.221
	4 kali
	4.838
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

	
	
	Tersedianya stok dan kelancaran distribusi serta dukungan pemasaran perdagangan
	 Dukungan pemasaran perdagangan 5 Keg
	5 keg
	
	7
	
	9
	
	11
	
	13
	
	

	25.4
	Program Hibah Bidang Perekonomian
	Hibah kepada Dekranasda dan Lembaga Penjamin Kredit Daerah (LPKD)
	Pembinaaan LKPD  selama 12 Bulan/ Jumlah pengrajin dibantu
	12 Bulan
	2.350
	12 Bulan
	2.350
	12 Bulan
	2.350
	12 Bulan
	2350
	12 Bulan
	2.350
	PPKD

	 
	 JUMLAH
	 
	 
	
	2.416.155
	
	2.675.429
	
	2.960.984
	
	3.253.047
	
	3.462.451
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